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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
NOMOR: 8OO / I57 37 I DISDIK.SeI

PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP PENGGUNA
LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS

PENDIDIKAN KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI,

bahwa adanya maklumat pelayanan dan
standar operasi dan prosedur pada Dinas
Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan
Kota Bekasi wajib memberikan pelayanan
sesuai dengan standar yang ditetapkan;
bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai
penyelenggara pelayanan publik belum
mengatur bentuk dan tata cara pemberian
kompensasi layanan terhadap pengguna
layanan yang tidak sesuai standar pelayanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat

Pendidikan Kota Bekasi tentang Pemberian
Kompensasi Layanan terhadap Pengguna
Layanan yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan
pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

:1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

,-, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentangz' keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LI2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesian Tahun 2OO9 Nomor
LI2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582)
sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan pemeritah pengganti

KEPALA

Menimbang : a.

b.



5.

8.

7.

9.

lo.

11.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keda menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahlun 2Ol2
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
mengatur tentang jenis dan penerima pelayanan dasar,
mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pendidikan,
dan pelaporan dan evaluasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2OI4 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Staldar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
40 Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 264|M12022
Tentang Visi, Misi, Dan Moto Pelayanan Publik
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi;

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor
3LIlMl2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Pemberian Kompensasi Layanan Terhadap
Pengguna Layanan Yang Tidak Sesuai Standar
Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasl.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban
dan janji unit layanan dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkar-r,
terukur, dan bebas korupsi.

Menetapkan
KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pengguna layanan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dapat melakukan pengaduan
melalui mekanisme yang ditetapkan apabila
pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Pendidikan Kota Bekasi tidak sesuai standar
pelayanan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat
memberikan kompensasi kepada pengguna
layanan yang tidak sesuai standar berdasarkan
penilaian dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT diberikan sesuai dengan tata
cara pemberian kompensasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputr.rsan ini.
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan
Kota Bekasi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan serta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi
tanggal 12 Desember 2022

DINAS PENDIDIKAN

\gm;^uFUL MTKDAR

Tembusan Yth.:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;

2. $. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi:

3. Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi;

4. Kepala Bagran Umum Setda Pemerintah Kota Bekasi;
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NOMOR: 8OO/15737 / DISDIK.Set
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP
PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN
TERHADAP PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR

PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
dan upaya membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih
melayani, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan terhadap
pemangku kepentingan (stakeholdersl di lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Bekasi.
Potensi adanya layanan yang tidak sesuai standar harus dapat
ditangani secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga
setiap pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan
terhadap penerima layanan.
Maksud dan Tujuan
Bentuk dan tata cara pemberian kompensasi layanan ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemberi layanan di lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengenali jenis layanan,
pelanggaran yang terjadi, bentuk kompensasi yang perlu diberikan,
dan tata cara pemberiannya.
Tuj uan ditetapkannya pedoman ini adalah:
1. Sebagai pedoman bagi pemberi layanan di lingkungan Dinas

Pendidikan Kota Bekasi untuk mengenali, mencegah atalr
memitigasi risiko terjadinya pelayanan yang tidak memenuhi
standar.

2. Untuk menghasilkan pelayanan publik handal, akurat,
terpercaya, dan terrnitigasi dengan baik.

3. Untuk mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan
pengaduan oleh pengguna layanan.

4. Untuk meningkatkan integritas.
5. Untuk menciptakan unit layanan yang masuk dalam wilayah

birokrasi bersih melavani.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi ketentuan mengenai bentuk
kompensasi dan standar operasional dan prosedur pemberian
kompensasi apabila terjadi layanan yang tidak memenuhi standar.

D. Pengertian
Jenis layanan adalah seluruh jenis layanan pada Dinas
Pendidikan Kota Bekasi.
Standar operasi dan prosedur adalal. standar operasi dan prosedur
yang ditetapkan untuk semua jenis layanan yang diberikan.
Pengguna layanan adalah masyarakat, pengguna jasa, pemangku
kepentingan yang harus dilayani oleh Dinas pendidikan Kota Beliasi

B.
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kompensasi adalah layanan tambahan atau layanan pengganti
(substitusi) yang diberikan apabila pemberi pelayanan tidak
memberikan pelayanansesuai standar operasional prosedur.
Keadaan kahar adalah periode kej adian darurat atau luar biasa
yang berdainpak pada pelaksanaan administrasi pemerintahan
sebagaimana ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-
undangan.

E. Identifikasi Bentuk dan Jenis Pelayanan yang Tidak Memenuhi
Standar
1. Identifikasi Bentuk Pelayanan yang Tidak Mememrhi Standar

yangmungkin terjadi:
1J Waktu pelayanan lebih lama daripada standar waktu

pelayanan.

2) Biaya layanan lebih besar daripada standar biaya layanan.
3) Cara pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional

danprosedur.
2. Identifrkasi Jenis Layanan yang Tidak Memenuhi Standar yang

mungkinterjadi:

Kategori
Bentuk Pelayanan yang Tidak Memenuhi Standar

Waktu Biay
a

Cara Pelayanan

Ringan

Waktu
pelayanan
melebihi 1

(satu)
haridari

norma.

Terjadi perbedaan
pnulisan antara
angka dan huruf
pada kuitansi atau
tandaterima
pembayaran.

Cara pelayanan yang
tidakmemenuhi
standar operasional
danprosedur.

Kategori
Bentuk Pelayanan yang Tidak Memenuhi Standar

Waktu Biay
a

Cara Pelayanan

Sedang

pelayanan
melebihi 2
(dua) hari
sarnpai
dengan 5
(tima) hari dari
norma.

waktu Terj adi penulisan
penerimaan negara
lebih kecil pada
kuitansi atam tanda
terima pembayaran
setringga pengguna
layanan harus
membayar dua kali
atau lebih untuk
mendapatkan
haknva.

Petugas berlaku
tidak sopan dalam
memberikan
pelayanan.

Berat

waktu
pelayanan
melebihi 5
(limalharidari
norma.

Terj adi penulisan
penerimaan neg€rra
lebih besar pada
kuitansi atau tanda
terima pembayaran
sehingga pengguna
Iayanan harus
mengajukan restitusi
untuk

mendapatkan
kelebihan

Petugas melakukan
kekerasan frsik
terhadap pengguna
layanan.
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pembayarannya.

3. Dalam hal terjadi kahar, maka ketentr.ran mengenai waktu
pelayanan berhenti sampai dengan keadaan dipulihkan
berdasarkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bentuk dan Tata Caia Pengajuan Kompensasi atas Pelayanan
yang Tidak Memenuhi Standar
1. Bentuk Kompensasi atas Pelayanan yang Tidak Memenuhi

Standar:

Kategori atas
Bentuk Kompensasi

Pelayanan yang Tidak Memenuhi
Standar

Wakt
1l

Biay
a

Cara Pelavanan

Ringan Permohonan
maafsecara
lisan.

Permohonan
maaJsecara
lisan.

Permohonan maaf
secara lisan.

Sedang Permohonan
maafsecara
tertulis.

Permohonan
maafsecara
tertulis.

Permohonan maaf
secara tertulis.

Kategori
Bentuk Kompensasi

atas Pelayanan yang Tidak Memenuhi
Standar

Wakt
LI

Biay
a

Cara Pelavanan

Berat

1. Permohonan
maaf

secar
atertulis.

2. Hasil
layana

ndiantarkan
langsung
kepada
pengguna
layanan

yang
berdomisili

diKota
Bekasi.

1. Permohonan
maaf

secar
a tertulis.

2. Hasil
layana

ndiantarkan
langsung
kepada
pengguna
layanan

yang
berdomisili

diKota
Bekasi.

1. Permohonan
maaf secara
tertulis.

2. Memproses
petugas yang
memberikan
layanan sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku.

Tata Cara Pengqjuan atam Klaim Kompensasi atas pelayanan yang
Tidak Memenuhi Standar:
1l Untuk kompensasi atas pelayanan yang tidak memenuhi

standar kategori ringan, pengguna layanan dapat mengajukan

2.
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kompensasi secara lisan dan petugas yang memberikan
pelayanan wajib menyampaikan permohonan maaf pada saat
itu juga.
Untuk kompensasi atas pelayanan yang tidak memenuhi
standar kategori sedang dan berat, pengguna layanan dapat
mengajukan kompensasi secara tertulis dan Dinas
Pendidikan Kota Bekasi memberikan kompensasi sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini.

Dalam hal terjadi kahar, maka pengajuan atam klaim
kompensasi atas pelayanan yang tidak memenuhi standar
dapat dilakukan setelah keadaan dinyatakan pulih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
OTA BEKASI

UU SAUFUL MIKDAR


